Menimbang : 


Mengingat 


PERBEKEL DESA BAJERA 
KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR : 43 TAHUN 2022 


TENTANG 


PEMBENTUKAN TIM 


PELAKSANA KEGIATAN DI DESA BAJERA 


PERBEKEL DESA BAJERA, 


bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerintahan dan 
pembangunan di desa perlu dilaksanakan pengadaan 
barang/jasa yang berdasarkan asas-asas efisien, efektif, 
transparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong 
dan akuntabel : 


bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan 
Perbekel tentang Pembentukan Tim Pengadaan 
Barang/Jasa, 


Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah 
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 


Nomor 1655), 


Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) 


Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495 ), 


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 


10. 


Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 
Undang- 

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5589), 


Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- 
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5539 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan 
atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717), 


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 
tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864), 


Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 
Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091), 


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611), 


11, 


12. 


13. 


14. 


15. 


16. 


17. 


18. 


19, 


20. 


21. 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1203), 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang 
Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 1261), 


Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424), 


Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1035), 


Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1367), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2019 Nomor 73 ), 


Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2019 Nomor 12 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, 
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada 
Desa (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 
Nomor 87 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan 
Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 
Tabanan Tahun 2020 Nomor 23 ), 


Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2021 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 52 ), 


Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 tentang 
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa 
Bajera Tahun 2017 Nomor 3), 


22. Peraturan Desa Bajera Nomor 05 Tahun 2016 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 
(Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor S5), 


23. Peraturan Desa Bajera Nomor 05 Tahun 2021 tentang 
Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) (Lembaran 
Desa Tahun 2021 Nomor 05), 


24. Peraturan Desa Bajera Nomor 06 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Desa 
Bajera Tahun 2021 Nomor 06 ): 


MEMUTUSKAN : 
Menetapkan 
KESATU : Membentuk TIM Pengelola Kegiataan dengan susunan 
anggota sebagai berikut : 
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk 
Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dil) 
Pelatihan Kader Posyandu Lansia. 
a Ketua : I NENGAH SUKARSA 
b Sekretaris 1 I GUSTI PUTU WIDYA MARTHA 
PUTRA 
c Anggota : I WAYAN RUSDIANTA 
KEDUA : Tim Pengelola Kegiatan sebagaimana dimaksud pada 
diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 
pengadaan barang dan jasa pada kegiatan Penyuluhan dan 
Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga 
dan Kader Kesehatan dil) 
Pelatihan Kader Posyandu Lansia. 
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 


Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa Bajera Tahun Anggaran 2022 


KEEMPAT ! Keputusan Perbekel Desa Bajera ini mulai berlaku pada 
tanggal ditetapkan 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 2 Agustus 2022 
PERBEKEL DESA BAJERA 


Yaa 


I PUTU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 
1. Camat Selemadeg 

2. Ketua BPD Desa Bajera 

3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan 

4. Arsip. 


